
B U P A T I O G A N K O M E R I N G I L I R 
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR 

NOMOR olO TAHUN 2020 

T E N T A N G 

PEDOMAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, 

bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka 
untuk melaksanakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 
sektor Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Pedoman 
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati 
Ogan Komering Ilir tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (16) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I I dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3312); sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

Menimbang : a. 

J* 

5. Undang-Undang. 
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5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3684) Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4287), 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 NomorlSO, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten 
(Lembaran Negara Republik lindonesia Tahun 2000 Nomor 
99, 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 
Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 57 tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 213 Tahun 2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Paj ak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 581 ; 

14. Peraturan Menteri . 
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14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomorl853); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 2); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

17. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 106 
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir; 

18. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pemungutan Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Badan Pengelola 
Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah 
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 7). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG 
PEDOMAN PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir ini yang di 
maksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 
Ogan Komering Ilir. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ilir. 

5. Badan Pengelola Pajak Daerah adalah Badan Pengelola 
Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

6. Kepala Badan ... 
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6. Kepala Badan adalah Kepeda Badan Pengelola Pajak 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan 
Komering Ilir. 

8. Kelurahan atau Desa adalah Kelurahan atau Desa dalam 
Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

9. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

10. Lurah atau Kepala Desa adalah Lurah atau Kepala Desa 
dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas 
bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, d ikuasai , 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 
kecuadi kawasan yang digunakan untuk kegiatan u s a h a 
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 
pedalaman dan / atau laut. 

14. Penilaian Objek Pajak B u m i dan Bangunan yang 
selanjutnya disebut Penilaian PBB-P2 adalah kegiatan 
untuk menentukan Nilai J u a l Objek Pajak yang akan 
dijadikan dasar pengenaan PBB-P2 , dengan menerapkan 
pendekatan perbandingan harga, pendekatan biaya, 
dan/atau pendekatan kapital isasi pendapatan. 

15. Penilai PBB-P2 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
l ingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh 
Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, 
dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan 
Penilaian PBB-P2 . 

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha mil ik negara (BUMN) atau daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan 

bentuk badan ... 



5 

bentuk badan la innya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk u s a h a tetap. 

18. Daftar B iaya Komponen Bangunan yang selanjutnya 
disingkat D B K B adalah tabel un tuk menilai bangunan 
berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya 
komponen utama, biaya komponen material, dan biaya 
komponen fasilitas, untuk setiap jenis penggunaan 
bangunan. 

19. Jenis Penggunaan Bangunan adalah pengelompokan 
bangunan berdasarkan tipe konstruksi dan 
peruntukan / penggunaannya. 

20. Nilai J u a l Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP 
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari t ransaksi j u a l 
beli yang terjadi secara wajar, dan bi lamana tidedc 
terdapat t ransaks i j u a l beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, 
atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 

2 1 . Penilaian Massal adalah penilaian yang sistematis untuk 
sejumlEih objek pajak yang di lakukan pada saat tertentu 
secara bersamaan dengan menggunakan suatu 
prosedur standar, yang disebut Computer Assisted 
Valuation (CAV) dan/atau Computer Assisted for Mass 
Appraisal (CAMA). 

22. Penilaian Individual adalah penilaian terhadap objek pajak 
kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua 
karakterist ik objek pajak yang d isusun dalam laporan 
penilaian. 

23. Nilai Indikasi Rata-Rata yang selanjutnya disingkat NIR 
adalah ni lai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai 
tanah dalam suatu zona ni lai tanah. 

24. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah 
zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek 
pajak yang mempunyai satu NIR yang sama, dan 
dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak 
dalam satuaji wilayah administrasi pemerintahan 
desa/kelurahan tanpa terikat pada batasblok. 

25. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 
dimiliki, d ikuasai , dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 

2 6. Besarnya Nilai J u a l Objek Paj ak Tidak Kena Pajak 
ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 
(sepuluh j u t a rupiah) un tu setiap Wajib Pajak. 

27. Tarif Pajak Bumi . 
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27. Tari f Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0 ,3% (nol 
koma tiga persen). 

B A B I I 
PENILAIAN O B J E K PBB-P2 

Pasal 2 

(1) Objek P B B - P 2 adalah Bumi daji/atau Bangunan yang 
dimiliki, d ikuasai , dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 
untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

(2) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 
menjadi: 

a. Objek Pajak Umum; dan 

b. Objek Pajak Khusus. 

(3) Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merupakan objek pajak yang memiliki 
konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan 
kriteria-kriteria tertentu. 

(4) Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huru f b merupakan objek pajak yang memiliki 
konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti 
yang khusus , seperti: 

a. Ja l an Tol; 

b. Galangan Kapal, Dermaga; 

c. L a p a n g a n Golf; 

d. Pabrik Semen/Pupuk; 

e. Tempat Rekreasi; 
f. Tempat Penampungan/Kilang Minyak, Air dan Gas, 

Pipa Minyak; 

g. Stas iun Pengisian Bahan Bakar ; dan 

h. Menara. 

Pasal 3 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 

(2) NJOP sebagaimana dimeiksud pada ayat (1) diperoleh 
melalui proses penilaian. 

(3) NJOP hasil ... 
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N J O P h a s i l p em la i an s ebaga imana d i m a k s u d pada 
ayat (2) d ibedakan menjadi: 

a. N J O P B u m i ; 

b. N J O P B a n g u n a n Objek Pa j ak U m u m ; d a n / a t a u 

c . N J O P B a n g u n a n Ob j ek P a j a k K h u s u s . 

P a s a l 4 

N J O P B u m i sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 3 
ayat (3) h u r u f a merupakan has i l perka l ian an ta ra total 
luas eireal objek pajak yang d ikenakan dengan N J O P 
B u m i per meter persegi. 

N J O P B u m i per meter persegi s ebaga imana d i m a k s u d 
p a d a aya t (1) m e r u p a k a n h a s i l konve rs i N IR per meter 
persegi ke da l am k l a s i f i k a s i N J O P B u m i . 

N J O P B u m i s ebaga imana d i m a k s u d d a l a m P a s a l 3 
aya t (3) h u r u f a d ih i tung me l a lu i Pen i l a i an M a s s a l a t a u 
Pen i l a i an Ind i v i dua l . 

K l a s i f i k a s i N J O P B u m i s ebaga imana d i m a k s u d p a d a 
aya t (2) a d a l a h sebagai b e r i ku t : 

KELAS 
PENGGOLONGAN, NILAIJUAL 
PERMUKAAN BUM! (TANAH) 

NILAI JUAL 
(Rp/M2) 

1 > 3.000.000 s/d 3.200.000 3.100.000 
2 > 2.850.000 s/d 3.000.000 2.925.000 
3 > 2.708.000 s/d 2.850.000 2.779.000 
4 > 2.573.000 s/d 2.708.000 2.640.000 
5 > 2.444.000 s/d 2.573.000 2.508.000 
6 > 2.261.000 s/d 2.444.000 2.352.000 
7 > 2.091.000 s/d 2.261.000 2.176.000 
8 > 1.934.000 s/d 2.091.000 2.013.000 
9 > 1.789.000 s/d 1.934.000 1.862.000 
10 > 1.655.000 s/d 1.789.000 1.722,000 
11 > 1.490.000 s/d 1.655.000 1.573.000 
12 > 1.341.000 s/d 1.490.000 1.416,000 
13 > 1.207.000 s/d 1.341.000 1.274,000 
14 > 1.086.000 s/d 1.207.000 1.147,000 
15 > 977.000 s/d 1.086.000 1.032.000 
16 > 855,000 s/d 977.000 916.000 
17 > 748.000 s/d 855.000 802.000 
18 > 655,000 s/d 748.000 702.000 
19 > 573.000 s/d 655.000 614.000 
20 > 501.000 s/d 573.000 537.000 
21 > 426.000 s/d 501.000 464.000 
22 > 362.000 s/d 426.000 394.000 

23 . > 308 .000 . 
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23 > 308.000 s/d 362.000 335.000 
24 > 262.000 s/d 308.000 285,000 
25 > 223.000 s/d 262.000 243.000 
26 > 223.000 s/d 262.000 243,000 
27 > 178.000 s/d 223.000 200,000 
28 > 142.000 s/d 178.000 160.000 
29 > 142.000 s/d 142.000 128,000 
30 > 91.000 s/d 114.000 103,000 
31 > 73.000 s/d 91.000 82.000 
32 > 55.000 s/d 73.000 64.000 
33 > 41.000 s/d 55.000 48.000 
34 > 31.000 s/d 41.000 36.000 
35 > 23.000 s/d 31.000 27.000 
36 > 17,000 s/d 23.000 20.000 
37 > 12.000 s/d 17.000 14.000 
38 > 8.400 s/d 12.000 10.000 
39 > 5.900 s/d 8.400 7.150 
40 > 4.100 s/d 5.900 5.000 
41 > 2.900 s/d 4.100 3.500 
42 > 2.000 s/d 2.900 2.450 
43 > 1.400 s/d 2.000 1.700 
44 > 1.050 s/d 1.400 1.200 
45 >760 s/d 1.050 910 
46 > 550 s/d 760 660 
47 > 410 s/d 550 480 
48 > 310 s/d 410 350 
49 >240 S/d 310 270 
50 > 170 s/d 240 200 

>170 140 

Pasa l 5 

N J O P B a n g u n a n m e r u p a k a n h a s i l p e r k a l i a n a n t a r a tota l 
l u a s b a n g u n a n dengan N J O P b a n g u n a n per meter 
persegi . 

N J O P B a n g u n a n per meter persegi sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) me rupakan has i l konvers i n i la i bangunan per 
meter persegi ke da lam k las i f ikas i NJOP . 

N J O P B a n g u n a n Objek Pa j ak U m u m sebaga imana 
d i m a k s u d da l am P a s a l 3 aya t (3) h u r u f b d ih i tung ba i k 
m e l a l u i Pen i l a i an M a s s a l m a u p u n Pen i l a i an Ind i v i dua l . 

N J O P B a n g u n a n Objek Pa j ak K h u s u s s ebaga imana 
d i m a k s u d da l am P a s a l 3 aya t (3) h u r u f c d ih i tung me l a lu i 
P en i l a i an Ind i v i dua l . 

Pen i l a i an Ind i v i dua l u n t u k B a n g u n a n Objek Pa j ak 
U m u m sebaga imana d i m a k s u d p a d a ayat (3) d i l a k u k a n 

dalam h a l Peni la ian 
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da l am h a l Pen i l a i an M a s s a l t i dak m e m a d a i u n t u k 
mempero leh N J O P s e c a r a a k u r a t . 

(6) K l a s i f i k a s i N J O P B a n g u n a n sebaga imana d i m a k s u d 
p a d a ayat (2) a d a l a h sebagai b e r i ku t : 

KELAS 
PENGGOLONGAN, NILAI JUAL 

BANGUNAN 
NILAI JUAL 
(RP/M2) 

1 > 14.700.000 s/d 15.800.000 15.250.000 
2 > 13.600.000 s/d 14.700.000 14.150.000 
3 > 12.550.000 s/d 13.600.000 13.075.000 
4 > 11.550.000 s/d 12.550.000 12.050.000 
5 > 10.600.000 s/d 11.550.000 11.075.000 
6 > 9.700.000 s/d 10.600.000 10.150.000 
7 > 8.850.000 s/d 9.700.000 9.275.000 
8 > 8.050.000 s/d 8.850.000 8.450.000 
9 > 7.300.000 s/d 8.050.000 7.675.000 
10 > 6.600.000 s/d 7.300.000 6.950.000 
11 > 5.850.000 s/d 6.600.000 6.225.000 
12 > 5.150.000 s/d 5.850.000 5.500.000 
13 > 4.500.000 s/d 5.150.000 4.825.000 
14 > 3.900.000 s/d 4.500.000 4.200.000 
15 > 3.350.000 s/d 3.900.000 3.625,000 
16 > 2.850.000 s/d 3.350.000 3.100,000 
17 > 2.400.000 s/d 2.850.000 2.625.000 
18 > 2.000.000 s/d 2.400.000 2.200.000 
19 > 1.666.000 s/d 2.000.000 1.833.000 
20 > 1.366.000 s/d 1.666.000 1.516.000 
21 > 1.034.000 s/d 1.366.000 1.200.000 
22 > 902.000 s/d 1.034.000 968.000 
23 > 744.000 s/d 902.000 823.000 
24 > 656.000 s/d 744.000 700.000 
25 > 534.000 s/d 656.000 595.000 
26 > 476.000 s/d 534.000 505,000 
27 > 382.000 s/d 476.000 429.000 
28 > 348.000 s/d 382.000 365.000 
29 > 272.000 S/d 348.000 310.000 
30 > 256.000 s/d 272.000 264.000 
31 > 194.000 s/d 256.000 225.000 
32 > 188.000 s/d 194,000 191.000 
33 > 136.000 s/d 188.000 162.000 
34 > 128.000 s/d 136.000 132.000 
35 > 104.000 s/d 128.000 116.000 
36 > 92.000 s/d 104.000 98,000 
37 > 74.000 s/d 92.000 83,000 
38 > 68.000 s/d 74.000 71,000 
39 > 52.000 s/d 68.000 60.000 
40 > 52.000 50,000 

Pasa l 6 ... 



10 

Pasa l 6 

(1) Pen i l a i an M a s s a l d a n Pen i l a i an Ind i v i dua l u n t u k 
m e n e n t u k a n N J O P B u m i s ebaga imana d i m a k s u d d a l a m 
P a s a l 4 aya t (3) d i l a k u k a n dengan m e m b e n t u k N IR 
d a l a m set iap ZNT. 

(2) NIR sebagaimana d imaksud pada ayat (1) diperoleh dar i 
harga ra ta- ra ta t r ansaks i j u a l beli yang terjadi secara 
wajar dan te lah d i l akukan penyesuaian. 

Pasa l 7 

(1) P en i l a i an M a s s a l u n t u k m e n e n t u k a n N J O P B a n g u n a n 
sebaga imana d i m a k s u d da lam Pasa l 5 ayat (3) d i l a k u k a n 
dengan m e n y u s u n D B K B u n t u k set iap J e n i s Penggunaan 
Bangunan . 

(2) J e n i s Penggunaan B a n g u n a n sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d ik las i f ikas ikan atas : 

a. pe rumahan ; 

b. perkantoran; 

c. pabrik; 

d. toko/ apotek/pasar/ r u k o ; 

e. r u m a h s a k i t / k l i n i k ; 

f. o lah raga/rek reas i ; hote l/restoran/wisma; 

g. bengkel/gudang/pertsmian; 

h. gedungpemer in tah ; I a i n - l a i n ; 

i . b a n g u n a n t idak k e n a pa jak; 

j . bangunan park i r ; 

k. apa r t emen/kondomin ium; 

1. pompa bensin (kanopi); 

m. t angk i m i n y a k ; d a n 

n. gedung sekolah. 

Pasa l 8 

(1) Peni la ian Indiv idual u n t u k menentukan N J O P bangunan 
sebaga imana d i m a k s u d da l am Pasa l 5 ayat (3) dan 
ayat (4) dapat d i l akukan dengan cara : 

a. m e m b a n d i n g k a n dengan n i l a i B a n g u n a n l a i n y a n g 
se jenis ; 

b. mengh i tung n i l a i pero lehan b a r u B a n g u n a n d i k u r a n g i 

dengan penyusutan ... 
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dengan p e n y u s u t a n ; a t a u 

c. mengh i tung pendapa tan d a l a m s a t u t a h u n da r i 
peman faa tan B a n g u n a n y a n g d in i l a i , d i k u r a n g i 
dengan b i a y a kekosongan d a n b iaya operas i . 

(2) Da lam me lakukan Peni la ian Indiv idual sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1 ) , Kepa la Daerah dapat 
beker jasama dengan Pen i la i Pemer in tah , Pen i la i Pub l i k , 
d a n i n s t a n s i l a i n y a n g terka i t . 

P a s a l 9 

(1) Peni la i P B B - P 2 pal ing sedikit memenuhi persyaratan 
sebagai b e r i k u t 

a. m i n i m a l l u l u s a n Program D ip l oma I dengEin pangkat 
s e r e n d a h - r e n d a h n y a Pengatur M u d a dengan 
golongan I I / a a t a u m i n i m a l l u l u s a n Seko l ah 
L a n j u t a n T ingka t A t a s dengan pangka t s e r endah-
r e n d a h n y a Pengatur M u d a T ingka t I dengan 
golongan I l / b ; 

b. t e l ah mendapa t p end id ikan d a n / a t a u pe la t ihan 
t ekn i s t e rka i t P en i l a i an P B B - P 2 s e r t a memi l i k i 
k e t e ramp i l an sebagai Pen i la i ; 

c. c e rmat d a n s e k s a m a d a l a m m e n g g u n a k a n 
ke t e ramp i l an sebagai Pen i la i ; 

d. t i dak sedang m e n d u d u k i J a b a t a n S t ruk tu ra l , 
Pemer iksa, Penelaah Keberatan (PK) a t au J u r u s i t a ; 
dan 

e. j u j u r d a n be r s ih da r i t i n d a k a n - t i n d a k a n te rce la 
s e r t a s e n a n t i a s a m e n g u t a m a k a n kepent ingan 
negara . 

(2) Peni la i Pajak B u m i dan B a n g u n a n sektor Perdesaan dan 
Perkotaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i te tapkan dengan Kepu tusan Bupa t i . 

(3) Da lam ha l kr i ter ia Peni la i t idak dapat d ipenuhi dar i 
PNS di l ingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana 
d imaksud ayat {1 ) , Pemerintah Kabupaten dapat 
me l akukan ker jasama dengan ins tans i teknis terkait yang 
memi l ik i kompetensi da lam bidang peni la ian. 

Pasa l 10 

K e p a l a D a e r a h mene tapkan b e s a r a n N J O P B u m i d a n 
B a n g u n a n set iap 3 (tiga) t a h u n , k e c u a l i u n t u k objek pa jak 

tertentu d a p a t . 
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te r tentu dapat d i t e tapkan set iap t a h u n s e s u a i dengan 
pe rkembangan w i l a y a h n y a . 

B A B X I I I 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 11 

Pera turan B u p a t i tentang Pedoman Peni la ian Pa jak B u m i dan 
B a n g u n a n Sektor Predesaan dan Perkotaan mu la i be r laku sejak 
tanggal d iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 

Pera turan in i dengan penempatannya da lam Ber i t a Daerah 
Kabupaten Ogan Komering I l i r . 

D i te tapkan d i Kayuagung 
pada tanggal, \a <jur^) 2020 

B U P A T I OGAN K O M E R I N G I L I R 

DAR 

Diundangkan d i Kayuagung 
pada tanggal, ; a \^uru 2020 

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B l ^ T E N OGAN K O M E R I N G I L IR , 

HUSZN 

B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N OGAN K O M E R I N G I L I R TAHUN 2020 

NOMOR SiQ 

Ca ta t an E : / F i l e Amin/Perbup B P P D / F i l e 
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